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Komitmen untuk menghadirkan layanan dasar yang setara bagi setiap warga semakin
nyata dirasakan di Kalimantan Utara. Di tengah tantangan geografis antarwilayah yang
berjauhan dan sebaran penduduk yang tidak merata, upaya memastikan akses
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terus diprioritaskan. Sebagai provinsi
muda di beranda negara, semangat untuk menjangkau yang tak terjangkau menjadi energi
utama dalam pembangunan.

Dalam semangat inilah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan sebagai instrumen
kunci untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran negara
tidak boleh terhalang oleh jarak, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjamin hak konstitusional masyarakat.

SPM adalah mandat negara untuk menjamin hak-hak dasar warga. Melalui kerangka
regulasi nasional Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM mengatur sebagai
upaya negara mengatur enam urusan layanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat serta sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Bagi Kalimantan
Utara, tantangan tersebut justru menjadi titik tolak untuk membangun tata kelola yang kuat
dan konsisten.

Menurut data 2024 Triwulan IV (per 13 Januari 2025) Setditjen Bina Pembangunan Daerah
(Bangda), Kemendagri, Provinsi Kalimantan Utara mencatat capaian penerapan SPM
yang secara umum tinggi dan terjaga sepanjang 2020-2024. Dari sisi pembiayaan di
Provinsi Kalimantan Utara, alokasi anggaran SPM menurun dari sekitar Rp393 miliar pada
tahun 2021 menjadi Rp142 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi seiring dengan
kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk
penyesuaian transfer ke daerah dan penguatan belanja yang lebih selektif. Meski
demikian, capaian SPM tetap tinggi, yang mengindikasikan adanya fokus prioritas serta
efisiensi dalam pengelolaan belanja layanan dasar di daerah. Hal ini tidak lepas dari
proses pendampingan dan kolaborasi erat bersama pemerintah pusat, dalam hal ini
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
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SPM sebagai Instrumen
Tata Kelola Pembangunan

Di balik layanan dasar yang mulai dirasakan masyarakat, ada tata kelola yang terus
dirawat. Sejak 2021-2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menata ulang
perannya dalam penerapan SPM. Tak hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai pemampu
(enabler), menghubungkan Lima perangkat daerah pengampu, menjaga ritme koordinasi,
dan memastikan setiap proses berjalan konsisten dari perencanaan hingga pelaporan.

SPM di Kalimantan Utara berhasil dijalankan berkat konsistensi yang dibangun sejak awal.
Meskipun relatif muda sebagai daerah otonom, Kalimantan Utara tak tertinggal dalam tata
kelola SPM. Sejak fase awal, kolaborasi lintas perangkat daerah telah menjadi fondasi
utama dalam penerapannya.

Pendekatan ini membuahkan hasil nyata. Dalam dua periode penilaian nasional,
Kalimantan Utara berhasil meraih penghargaan nasional atas kinerja penerapan SPM:
pertama pada tahun 2023 (hasil penilaian 2022), dan kembali meraih penghargaan pada
2025 (hasil penilaian 2024).

Capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Keberhasilan SPM di Kaltara ditopang oleh
kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah pengampu yaitu Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah serta Dinas Sosial.
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